
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undeng Nomar 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat {4} Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 .tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23' Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 
142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan .Jangka Panjang Daerah Dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan .Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
Bupati menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah. 
dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penetapan Rencana. Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2020; 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENETAPAN RENCANA KERJA pgRANGKAT DAERAH 
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR t1TAHUN 2019 

TENTANG 

BUPATI GROBOGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 



Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Notaor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 

9. Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14 dan 15 dari Hall Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timurv'Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 199); · 

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 3); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan . Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4079); 

11, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4574); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4815); 

14. Peraturan Pemerinta.h Nornor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Pa:njang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

I 

Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 611); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 {Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E 
Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 3 
Seri E Nomor 3); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5) 
sebagaimana telah diuba.h dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

'Tengah Nomor 88); 
24. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2019 Nomor 23); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangk:a Panjang 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Grobogan Seri E Nomer 5); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah 
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{ 1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renja 

Pasal 2 

BAB II 
PENETAPAN DAN SISTEMATIKA RENJA PD TAHUN 2020 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja program dan 
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 
sebagai dasar penyusunan .APBD. 

yang memimpin 
yang menjadi 

penyelenggara Pemerintahan Daerah 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Kabupaten. 

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 {satu} tahun. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Pei:nerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

PasaJl 1 

BAB I. 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA 
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
TAHUN 2020. 

MEMUTUSKAN : 

(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 
2016); 

27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 21 Tahun 2019 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Grobogan Tahun 2020 (Lembaran .Daerah Kabupaten 
Grobogan Tahun 2019 Nomor 21); 



Diundangkan di Purwodadi 
I Pad'f- ta.nggal ~g Juoi ~Ol0 

SEK!RET ARIS DAERAH 
I 

Peratura.n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengunda.ngan Peraturan Bupati 1n1 denga.n 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Groboga.n. 

Pasal 4 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Sistematika Renja Pera.ngka.t Daerah Tahun 2020 
seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai 
berikut: 
a. pendahulua.n; 
b. basil evaluasi Renja PD tahun lalu; 
c. tujuan da.n sasara.n Pera.ngkat Daerah; 
d. renca.na kerja da.n penda.naan Pera.ngk:at Daerah; da.n 
e. penutup. 

Pasal 3 

Perangkat Daerah Tahun 2020. 
(2) Renja PD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat 

( I] menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam 
menyusun RKA-SKPD. 
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